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1. Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT LCK GLOBAL KEDATON Tbk 

(“Perseroan”), selanjutnya disebut “Rapat”. 
 

2. a. Peserta Rapat adalah para pemegang saham yang  namanya tercatat dalam Daftar 
Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan pukul 16.00 WIB, 
atau kuasanya yang sah, yang hadir dalam Rapat. Pimpinan Rapat berhak meminta 
pemegang saham atau kuasanya yang sah dan/atau undangan untuk membuktikan 
kewenangannya dalam rangka menghadiri Rapat. 

b. Hanya para pemegang saham atau kuasanya, yang dibuktikan dengan surat kuasa yang 
sah, yang berhak untuk mengajukan pendapat, pertanyaan dan memberikan suara 
sehubungan dengan agenda yang dibahas dalam Rapat. 

 
3. Undangan adalah pengunjung Rapat yang bukan pemegang saham Perseroan, yang hadir atas 

undangan Direksi Perseroan serta tidak mempunyai hak berpendapat, bertanya dan memberikan 
suara dalam Rapat. 

 
4. a.  Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris 

Perseroan. 
b.  Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat. 
c.   Pimpinan Rapat berhak mengambil langkah-langkah yang   dianggap perlu agar Rapat dapat 

berjalan dengan lancar dan tertib sehingga dapat memenuhi tujuannya. 
 

5. Rapat diselenggarakan dalam bahasa Indonesia. 
 
6. Kuorum Kehadiran Dan Keputusan Rapat : 
 

Untuk seluruh Mata Acara Rapat  Umum Pemegang Saham Tahunan berlaku ketentuan sebagaimana 
diatur dalam Pasal 21 Ayat 2 butir 1.a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat (1) Undang-
Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan kehadiran pemegang 
saham atau kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh 
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. 
 
Untuk Mata Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa berlaku ketentuan sebagaimana diatur 
dalam pasal 21 ayat 2 butir 3 Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Pasal 88 ayat 1 UU No. 40 
Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham yang 
mewakili paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh  saham dengan hak suara yang 
sah yang telah dikeluarkan Perseroan. 
Dan Pasal 21 Ayat 2 butir 1.a Anggaran Dasar Perseroan juncto Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang 
No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang mensyaratkan kehadiran pemegang saham atau 
kuasanya yang sah yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham 
dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan. 
 



 

7.           a. Dalam setiap Mata Acara Rapat, diberikan kesempatan untuk Tanya  jawab. Tanya jawab 
hanya dilakukan dalam satu tahap saja untuk tiap agenda dan dibatasi maksimum 10 
(sepuluh) menit. 

b. Pertanyaan-pertanyaan hanya dapat diajukan oleh pemegang saham atau kuasanya 
yang sah pada waktu yang ditentukan setelah selesainya pemaparan Mata Acara Rapat 
dan sebelum dilakukan pemungutan suara. Pertanyaan yang diajukan harus 
berhubungan langsung dengan Mata Acara yang dibicarakan. 

 
c. Sebelum mengajukan pertanyaan, para pemegang saham diminta untuk menyebutkan 

nama dan alamat serta jumlah saham yang dimiliki atau diwakilinya. 
 
d. Pertanyaan yang diajukan dapat dilakukan secara lisan   maupun tertulis melalui mikrofon 

yang telah  disediakan.  
 
e.    Direksi atau Dewan Komisaris akan memberikan jawaban  atau tanggapan terhadap 

masing-masing pertanyaan yang diajukan secara lisan, dan untuk hal ini dapat meminta 
pihak lain yang berkompeten untuk memberikan jawaban atau tanggapan. Dalam hal 
masih terdapat pertanyaan yang belum terjawab dalam Rapat, dapat dijawab oleh            
Perseroan secara terpisah di luar rapat. 

 
8.                   a. Tiap-tiap saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan 1 (satu) 

suara. Apabila seorang  pemegang saham atau kuasanya yang sah memiliki atau 
mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka yang bersangkutan hanya dapat memberikan 1 
(satu) suara dan dianggap telah mewakili saham yang dimiliki atau diwakilinya untuk 
masing-masing pemegang saham. 

 
b. Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada 

pemegang saham atau kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil 
dengan cara pemungutan suara. 

 
c. Pemungutan suara untuk keputusan Rapat dilakukan secara lisan, dengan cara 

mengangkat tangan dengan prosedur sebagai berikut : 
  (i). Pertama, mereka yang tidak setuju akan diminta mengangkat tangan; 
 (ii). Kedua, mereka yang memberikan suara blanko (abstain) akan diminta 

mengangkat tangan; 
(iii).  Ketiga, mereka yang tidak mengangkat tangan pada tahap pertama dan 

kedua dianggap menyetujui usul tersebut, karenanya mereka tidak akan 
diminta untuk mengangkat tangan. 

Ketua Rapat akan meminta Notaris untuk menghitung suara dan mengumumkan hasil 
pemungutan suara itu. 
 

d. Bagi penerima kuasa yang diberikan wewenang oleh pemegang saham untuk 
mengeluarkan suara tidak setuju atau suara blanko, tetapi pada waktu pengambilan 
keputusan oleh Ketua Rapat tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara tidak 
setuju atau suara blanko, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut. 

 
9.  Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat   dibuat  Berita Acara Rapat oleh 

Notaris. 



 
10. Para pemegang saham atau kuasanya yang sah yang datang setelah Rapat dibuka diperkenankan 

untuk mengikuti Rapat, namun tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan dan memberikan suara. 
 

11. Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan 
peraturan yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam 
tata tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan 
Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan terkait yang berlaku. 
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